
 
 

 
 

BUPATI SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR   55  TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN SEMARANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  SEMARANG, 
 

Menimbang :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 
ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 
6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Semarang, perlu membentuk 
Peraturan Bupati Semarang tentang Besaran Tunjangan 
Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Semarang; 
 

Mengingat : 1.   Undang-Undang  Nomor  13  Tahun   1950  tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang  Nomor  67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga 
Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor  69  Tahun  1992 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3500); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 

12. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 7 Tahun 
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana 
Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah  diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah 
Daerah; 

13. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   13  Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir  
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   13  Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011    
Nomor 310); 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2017 Nomor 6); 

16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Berita 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 24); 
 

 
 

MEMUTUSKAN  : 
 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN 

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN 
TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
SEMARANG. 

  
 
 

BAB I 
 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 
 

Pasal 1 
 
Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 
pedoman dalam memberikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan 
transportasi bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Semarang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BAB II 

 
PENYUSUNAN BESARAN TUNJANGAN 

 
Pasal 2 

 
(1) Besaran tunjangan perumahan memperhatikan asas kepatutan, 

kewajaran, rasionalitas, standar harga sewa rumah di sekitar kota 
Ungaran, dan standar luas bangunan dan lahan berdasarkan 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Semarang. 
 

(2) Besaran tunjangan transportasi memperhatikan asas kepatutan, 
kewajaran, rasionalitas, standar harga sewa di sekitar kota Ungaran 
berdasarkan standar kendaraan dengan jenis dan  kapasitas setara 
dengan kendaraan dinas operasional pejabat eselon II di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Semarang. 
 

(3) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ditentukan 
berdasarkan hasil appraisal yang dilakukan oleh pihak ketiga yang 
memiliki kompetensi di bidangnya. 
 

(4) Besaran tunjangan hasil appraisal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Bupati. 

 
 

BAB III 
 

BENTUK TUNJANGAN 
 

Pasal 3 
 
(1) Tunjangan perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 

dalam bentuk uang. 
 

(2) Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD dalam bentuk 
uang. 
 

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan 
setiap bulan. 

 
 

BAB IV 
 

PENGELOLAAN 
 

Pasal 4 
 
(1) Pengelolaan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi 

dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Semarang. 
 

(2) Dalam pengelolaan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 



 
BAB V  

 
PEMBIAYAAN 

 
Pasal 5 

 
Pembiayaan atas tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Semarang. 

 
BAB VI 

 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Semarang Nomor 78 Tahun 2010 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Semarang (Berita 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 78), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Semarang. 
 
 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 03-08-2017              

 
BUPATI SEMARANG 

 
 

ttd. 
 

MUNDJIRIN 
 
 
 
Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 03-08-2017 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

 
 

ttd. 
 

GUNAWAN WIBISONO 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR  55 


